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FERATURAMN DAERAH KABUPATEM TAKALAR
HOMOR ;12 TAHLUN 2003

FEMNTAMNG
PERUSAHAAN DAERAH AGRIBISNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

+ babwa dalam rangka penyelsagearaan Otorami Dasrak yvang Luas,

nyata dan berdonggung jawab, wang dibingai dan das atas beban
Anggaran Pendapatan Belonja Daerah, sehinggga Daerah diturbul
untik  mengupayskan  sumber-surmber pendapaian  yang daoat
mendukung Pendapatan Aslil Daerah dalam upaya meningkaktkan
kemampuarn memnbiayar Falaksanaan Pembangunan,
Penyeferwagaraan Pemerindab dan Pembinaan Kemasyarakatan :

b balwwa  Dendasarkan pevtimBangan  sebagzimana «dimaksod

dalam huru &, perdu  membentu¥  Peraturzn  Daerah tenlang
Perusahaan Daerah Agrbisnis Kabupaben Takalar ;

Unidang-endang  Nommor 29 Tahun 1959 tentang  Peinbentokan
flzerah - daerah Tingkat I di Sulawesi {Lembaran Megars Tabun
1955 Noner 74, Tambahan Lembaran Negara Normor 1522 i
Undang - undang MNomor B Tahen 19509 tentang  Forusahaan
Caerah {Lembaran Megara Tahum 1969 Nomaor 10, Tambahan
Lambaran Megara Noonos 2837 3 -

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1939 Lerdong Larargan Praktek
Monopoli dan Perssingan Usaha Tidak Sehat {Lesmbararr MNegara
Tahun 1399 Momar 33, Tambahan Lerabaran Megara Nomar 3817 ;
dUndang undang Momor 22 Tahun 1994 tentang
Pommerinighan Dacrah (Lembaran Megara Tabun 1999 Marmor ad,
Tambahan Lembaran Negare Nomar 38939 HIH

Undang - wndang Momor x5 Tahun 1995, tehitang
Peritthangan Kouangan Antara Pemerintzh Pusar don Daerah
{ Lemibaran Megdara Tahun 1999 Nomer 72, Tambahan Lembaran
Megara Mcanor 3849 ;

Undarg - undaeg Momor 2% Tahun 1999 ientang
Penyelenggara Megars yang Eersih dan Bebas darl Korupsl, Kolus
dan Nepottsme ¢ Lembaran Megara Tahun 1999 Mamor 75,
Tambahan |.embaran Magars Momor 3851} ;



7. Undang-undfarg  Momee 25 Takhun 2000 tentang  Kowconangan
Permerinkeh  dan Kewenangan Propine sehagai Dacradt Otonom
(lermbasran Megaea Tahun 2000 Moot 54, Tambahan Lembaran
Megara Meanor 39525 «

B.  Kepulusan Presidan Blomor 44 Tahun 1992 rentany
Teknik Ponyisunan Peraluran Perindang undamgan dan Berlok
Rancangan Undang-undang, Rancangar Pergturan Femerintah, arr
Rarcangan Kepugursan Mresiden ;

2. Poraturan Menterl Dilam Megeri Momcr 1 falon 1984 tentang Tata
Cory Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah gl Lirgkungar
Femerintah Crerah ;

0. Peraturzn Mented Dalar: Maged Momos 3 iahon 199, tentang
Ponpaiaflaan Garang Milik Peresahaan Daersh B

11. Peraturan el e Dafam Megeri  Nomor 4 Tahun 1999
tentang  Taka Kerjasama Antara Porutahzan Daersh dengan Yhalk
Ketiga ;

12, Keputusan Mentorl Dalam Negeri Momor 73 Tshun 1960 tentang
Fedmman Pelaksanzan Penverahan Barang dan iltang Pirtsng pada
Perusahaan Daerzh vang bary dibentek

13 Keputuzan Menterl Dalam Meger Momor 538 — 665 Tahunn 1981
tefang  Petunjuk Pelaksanaan Peagamgkotan dan Pemtherhentian
Angggoeta Direksi dan Badan Pengavwasan Perusafaan Daeral) ;

Dendgan Persetujoan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT CAERAH KABU PATEN TAKALAR
MEMUTLISKAM @

Menctapsan PERATURAN CAERALT KAGLPATEM TAKALAK
TEWNTANG  PERUSAIIAAN DAERAH AGRIBISNIS
aAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal L

Datam Peraluran Gacesh ini yang dimaksud dergan

& Dacrah adaiah Kabwepaten lakalar

b. Pemerintah Daerah adalah Kepalz Daerah besera FPeranckat Dacrah CHonours yang
lgin s=bagai Badan bksekudif Dacrah

L. Kepala Daerah adalah Bupatl Takalar ;

d. Perusahaan Dacrah adalah Perusahaan Dacrah Agriblsnis Kabupaten Tekalar ;

2. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas paca Perusahaan Daerah  Agribisnis
¥abupater Takalar :

7. Dircksi adalah Dirgks pada Penrsehaan Daerah Aqribisnis Kabupaten Takatar ;

9. Karyawan adalsh Karyawan yang bekerja dan digaji aleh Perusahaan Casrah Secual
Pergturan Perusshaan Daerah ;

fa. Hutzang sdalah Hutang Perusabaan Daerzh Agribisnis z

i.  Plutang adalah Putang Perosafaan Daeraly fAgrihicnis;



i, taham adalah verdiri dari Saham Prioritas can Saharn Biasa vang disetor sebagal
Madall Perusahaan Daerah ;

k. Pemecana Sabam adatab Pemnilik Saham yang terdid Pemncrintah Daerab dun Warma
Megara Indonesia atou Badan Hukum yang didirikan sesusi Perabuwran Perundang-
undangan yvang berlabka |

I Agribisnis adalah sistern ke Lusaha pengemaan‘[}an Fertaman  Lemadey  melipuk
suhsistern industri f pengadasn sarana dan pracarana, progses produksd; pengelshan
dan peniasaran hasil.

BAE II
PEMEENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Dasrah ini dibentuk suaty Penusahaan Dasrah Agribisnis Kabupaten
Takalar ;

{2) Perusahaan Daerah nid terdirl darl beberapa Bidanyg usahe yaitu
a. Intuslni dan perkieklasn sarana dan prasarana pertanian
b Prossss produksi meliputi pemberian pemodalan budidaya dan persngkanan
. Pengodahan hasii pertanian (Agrondustr) dan pamasaran hasil.

{3) Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peratumn Daerah ini adaiah Badan Hukosm
vang berhak berusama dibiclang Agrihisnis ;

(4} Pernbentukan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasal ini tfilaksanakan oleh Kepala
flaerah dergan Persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerzh.

Pa=zal 3

Rengen tidak mengurangl ketentuan  dalam Pergturan Cacrah il maka  berhadap
Perusahaam Dacrah bedaky sermua peraturan Perundang-undongan lsinnya yang Hdak
bemertangan dengan Asas Demokrast Ekonoml yang merupakan ciri dari Sistemn Ekonami
berdazarkan Pancasila,

BAB ITI
KEDIDUKAN, TUIUAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudakan

Pasal 4

(1} Perusahaan Dacrab berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kabupaten 1akatar:

(2} Atas usul Direksl setelah mendapatkan perbmbangan badan Pengawss  dan
Fersefujuan Pemegang  Sahamn, Ofreksi dapat membuka Kamor Cabang  atau
Perwakilan diluar Kabupaten Takalar.
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Bagian Kedua
TiHuan dan Fungsi

Paszal 5

(1} Tujuan PFerusafaan Sasrak adalah @ Tt serta dafam meiaksanakan Membsanganan
Lacrah pada vrumnya dan Pembangunan Ekonomi Sacreh peeda khususnya ontuk
rmenuniang dan meningkatkan Pendapatan Asfl Dacrab (RAD)

(2] Dalam melaksanakon tufuannya Perusahaan Daerah dapat bekarfasama dalam bentui
Femittaan Usaha dengan Perusahaan Megara, Perusahaan Dacrah, ®opergsi dan
Porusashpan Swasts Nasionzl dengan Persetujuan Kepala Daerah dengan terlebih
dahulr mendzpat  pertimbangan Gadan Penoawas ;

{3) Fungsl Perusahaan Daeraft adalah memberikan pedavanan dibidang Usaha Agribisnis
yang dilakukan sccam profesional dan tetap memberikan keunlengan bagi Daerah :

BAB IV
MODAL

Pasal 6

[1} Modal Perusahaan Dacrah tediri dari rmgdal dasar dan saham ;

(2} Modal Perusaiwan Daerzh yang sebagian terdid dar Kekawaan Daerak yang
dipisabkan dengan Kompetisi Kepemillkan schagai beriket ;

d. Minimal &3 % dimilld Fermerinkah Eabupsten dare 40 % dapat dimiliki oleh
Masyarakat szrara perarangan dan Badan Llsaha lainnya,
. Mial setizn Sabarm akan diater debib [anjut desgan Kepatusan Kepala Bacrals.

(2} Terhadap Modad Dasar sebagaimana dimaksed avat ¢1) dan (?) pessl ini dapat
ditambah dengan tedebib dabulu barus mendapat perselujuan Dewan Ferwakian
Rakyat Dacrah .

(4} Perusahaan Daerah dapar menenma tambashan doena tersebut pada ayat (2 pasal ini
darl Pemerintah Daerah, Pemyertsan Modal Pemerintah Propinsi dan Fusat sonta
Finjaman darl pikak |ain dengan terebifh dahule mendapatkan porsetojuan Dewan
Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Takaiar :

(5) Modal Peruszhaan Daerah tersehut pada ayat (2) pasal ini dissbor kedalam Kas
FPerusahaan Daerah sccara berahap sesual dengan kesmampean Pomedntab Daerah
dan Pemegang Saham lainnya ;

(6) Saham Friotitas tersebut avat {2) pasal ini  hanva dapat dimiliki oleq  Perorinkah

. Daerah, sedang saham biasa Jega dapat dimifki oleb Pemerindah Dacrah Warma
MNefiara Indonesia dan ataw Badan Hukurmn vang didiriken beordasorkan Persfuran
Maergh, Perundang-uadangan yang berlaku ;

{7) Pemiindahan swatu saham blasa kepada pihak ketge diadakan dengan pemvataan
tertlis yeng ditandatangansi cleh pemegang saham yamg bersangkutan oan kepada
piltak siapa sshain ity dipindahkan.

(2) Pemindahan Saham Biasd schagaimana dimaksud avat (7) pasal ini dapat difakukan
sotedal mendapat Pertimbangan dari Badan Pencawas dengan di setejui oleh Kepala
Draeral.



BAR V
AAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 7

(1) Rapat Urmnum Takunan Perusafaan Dacrah  diisksanakan tiap |ahur  ssfambal
lambiatnya bulan Maret tahun berfalan don rapak wmom Hinnya sewaktu-weakir dapar
difaksanakan -

{2) Rapat (moum Pemegang Saham dilaksanakan atas PEACINtIAn Dircks dengan surat
Ercatal selambat-fambatnya 24 hari sebolym rapat dimelsi dan parggilan tersebut
harus menyobatkan wakhy dan tompac dimana repst akan diadakan bEegltu purla nokok
mesalah vang  akan dibicarakan |

(2} Rapat Urmum Femegang Saham dihadin cleh para pemegang saham dan dapat difadini
olzh pinak ketiga dengan undangan DireksT fika dianngap peru -

1) Dalam Rapat Umunt Pemegang Saharm Lidak boleh diambil keputusan rengenal pokok
wang  tidak terschut datam Surat Fanygilan kel -

a. Meaganal Taia Tertdb
b, Usul — usii MPemeoang Sabam ¥arWl k=lah diajukan kepada Oireksi selaimbut-
lambatnya 7 (hgub) har sebelsm mapat dilakzanakan,

(5} Rapat Umum Pesmegang Ssham dipirmpin ofeb Direktor Uiama dan apabila berhalangan
diganti ateh salah satu Direkgur vang ditunjuk uneuk ity ;

(6} Keputuzan — keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan
musyawarah mutfakat -

L7 Jika terdapat sesouty masalah ndak hisa dicapai kala mwfakut, maka masalah tersehot
dizerahkan kepada Kepala Dacrak selak Pemegang Saham Priortas wntuk dlamdbit
Keputzsa dengan mernperhatikan porlapat-pendapat peserly rapat :

(8 Yang mempunyal hak suara dalam Rapat Urmun: Pemegany Sahem adalah Femogany
Sdiiam yang telah menandstangari daftar hadie »

9] Apabile Pernecgang Saham berhalangan hadie rrgka finknya selaku permegank saham
dalam rapat umum yang bersangkutan dasast memiberkan kuasa tertulis  kepada
Slagupun yard) crikrjuk untuk mewakilnya.

: BAR YT
ORGANISASI DAN MANATEMEN
Pasal B

(1} Perusahaan Daarah glpimpin oleh Dewan Direksi varg terdin dari seorang Drekiur
Uamna dam dibantu oleh beberapa orang Dircktor ¥ang beranggung jawat) atas
bidangrya  masing —masing ;

() Direlktur Ltama bertanggung jawab kepada Fepala Dasrah dan Direicur Lertanggerg
Jawab kepada Direktur Utama F

(3} Bilamana Chraldur Ukama berhalangan, maka tugasnya dilabukan olelr salah seEDaEng
Engguta Direktur vang lertua dalam labatanaya atau yang ditunjuk aloh Drektur

tama ;

(1} 8agan Strukhur Chgunisas! dan Uraian Tugas Ferusahasn Daerafh i di tetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah .
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Pasal 4

(1) Direkkur Wtama mewakili Pengsahaan didatam dan dilear Pengadilan ;

(2] Direkter 1tama dapat menyerahkan Kuasa mewakll tersebut pada ayat (1) kepada
sesepiang beberapa arang karyawan Perusahaan Daerab pada unit wsaha masing-
rmasing Maopen bersamza-surma atag kepada orgasg hadan lain sesusd prosedur hukum
wang berlaw.

Fasal 10

111 Direksi menentukan kelkjakasaan dalam mandnpin Penesahaan ;
{2} Direksi menqurls dan mempaortanggung jawabkan kekayaan Perucabaan ;

Pasal 11

Direksi dengan porsetujuan ¥epaly Dacrah dan Pemegang Saham setelah mendengar

Eedimbandgsn darf Radan Pengawas untuk hat — hal :

a, Meminjamkan uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanfian otang plidang
deiryan pthak ke dua

b Maorsgikat Perusahsan s2banai jaminan pinjaman :

C. Memporoleh dana pinjaman dengan menjaminkan -Hsl:t;-"kpkavaan rotap (bersda-bemda
Lok, bergerak perusahaan),

BAB VII
PENGANGYATAN DAN FEMEERHENTIAN
AMGEOTA DIRENST

Pazal 12

L) Dirersi Porusahaen Daergh dioagkat berdasarkan syart-syarat kemamapuan dan
keahlian dibidang pengelddann Perausahaan sesugi Peraturan Perendang-undangan
yvang bedaky ;

{2} Syarat — syarat anggota Dirckss :

a. Anggota Direksi adalaf Warga Megara Indonesta,
b. Anggota Diveksi memilikl keahlfan dibldangnya serta mempunyai akhlak dan moeal
haik.
o Angacta direks! hertempat tinggal dibsropat kedudukan Ferucahaan Dacrah.
d. Aanggola Direksi odak diperkenankan merangkap fabakan ekocekutl§ lainnya atau
jabatae 1ain yang berhubungan dengan pengelolaan perusabaan.
e Pengangkekan Anggota Direkesi fdak metebili umur 50 tshun.
f. Angpota Direksi terdin dad oramg-orang yang tidak pernab metakukan kegia@n
yang merugkan Negara atau tindakan-lindakan yang terceda dibidang Perusahaan.
4. Argdota Diveksi harus mempunyal pengalaman dalam pengelolzan Perusaliaan atau
Femanintatyan minimal 2 Tahun,
I Antara anggota Dircksi tidak bofeh ada hebungan keluarga langsung.
i, Angoota Cdraksi tidak boleh rmempunyal kepemtingan  pesbadi lapgsung  pada
Perrsshaan Dacran yang beryzaha datam lapenagsn yang bedujuan mencari faba,
1. Sechat jasrmar! dan rofsani,
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Fasal 13

Pergangkatzn Angocta Lircksi

& Angdols Dircksi diangkat oleh Kepalz Dacrah atas usul Badan Pengawas untuk
maza jabtslan 4 (empat) tahun dan daget diapgkat kembaki T (satu] kzlf masa
Jethialan sebalah masa jzhatas rorwdant rersebut, berakhic jika yang oersangkutan
Capilit kembaii

b. Selamn Dircklur Liema Direksi yang menduwdoké 2 (dua) kah masa jabatan dapat
Tiengkst kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (Hga) aaahila dard jabatzn Cirekbur
rmardadi Cirektur Utama dan umoraya tidzk beleh melehiki 50 fenam pulub ) tahun
=ojak caak dianckaknya.

Sebelumn malakzanakzn tugasnya Dlreksl dilantik dan disumpat aleh peiabat vang

UEF‘\.‘JE‘P{EHHE‘IQ.

Pasal 14

Anggota Direksi diberhentikan atau dapet diberhentikar alch Kepala Daerah meskipun
1mas3 jabatannya bolum beraknic karena ;
2. Meninggal Dunia
b. Atas permintaan sendid ]
€. Melakukan Ferbuatan wang merugikan Pereszhaan Dasrabh atsu Kepemtingan
Meqgars
d. Kehilanoan kewargarkegaraan
e, Sesuetu hab vang menyebabkan dia tdak dapat mclaksanakan tugasnya secara
Wi ar
Serakhir masa jabatannya sehagai Direksi ssbhanaimana Pasal 14 horuf "a” dan “h"
Peraturan Daerah ini
3. Pemberfentian karena alasan avat (1) hurol "™ maka yang karmangkistan
pembarhertannya dengan bidsk  hoimat
h. Tidak dapat memaiukan Perusahaan
Sebelumn  pernberhentianaya  karena  slasan tersebut pads avat (1) haruf et
dilzkauken anggota Cireks! yang bersangkutan diber kesempatan entuk membaela diri
dalam swate sidong khumus hol mona dilakuken dalam wakdhu 1 fsatu) bulan setelah
anggota Direksi yang bersangkuten diberikan secara tertulis tertang elason
pemberhentan itu; -
celama  tersedwt pada ayat 2 pasal ini belum dipukuskan maka Kepala Daerah alas
usu! Badan Pengawas dapat memberhortikan Direks yarg bersenghutan darf tugasnyva
untuk sementsra wakty dan jika toreebut pada avat £11 horof "o acalah Direktur
Utena maka Kepafa Daerah atas Ysul Badan Pengawas dapat menanjuk salak seorang
Direksi untuk metaksanakan tugas jabatan somentara tersebut sampar dencan adunya
Kepulesan Kepala Dagrah untuk itw; )
Tka dalam jangka wakte 2 (dua) bulan pemberhentian ‘sementasa Jijuthkan belum
ada  keputusan mengena!  pomiberhentian Oircksi berdasarkan ayat {21 maka
pemborhentian  Semettam wakty o meniadi | batal  dan anggota Direks  yang
bereangkutan  depat segera melanjutkan jabatannya  kecuasll Bilamang untuk
keputusan pemberhantian lersehut dipeifukan Keputusan Pengadilan dan hal ite haess
diberitahukan kepada yang bersangkutzn.

]



BAB VIII
BADANM PENGAWAS
Fasal 15

(L) Syarat-ayara! anooota Badan Pengawes
A Angiota Badan Pengawas adalah Warge Megara fndonesia
b. Anggoia Badan Pengawas mempunyal akhlak dan moral yang baik
. Anggota Hadan Pengawas terdid dan orang-orang vang tidak mclakukan kagigtan
Yang rmerugikar kepentingan Negara dan atau tndzkan—-tindakan yang tercela.
d. Antara secama anggotda Badan Pengawas dan anggobkz Direksi tidak bolsh ada
hubungan keluarga langsung.
2, S=hat fasmani dan rehant,
(2] Badan Pengawas berdomisill di wilayah Kabupaten Takadar

Pasal 16

Badan PMengawas mempunyal tugas dim fungsi melakukan  Penpgawasan terhadagt
FPerusahaan Daerah .
Pasal 17

(1) Anggota Badan Pengawas lerdini alas sebanyak-banyaknys 5 (fima) areng dan
sekurang-burangnya 3 {Lgal prang yvarkg terdirl dard Ketua, Sekretaris dan Argoota;

(2} Anggota Badan Pengawas diangkat odeh Kepada Naerah untuk masa Jabatan selama-
lEvanya 3 (tioa) tzhun dan dapat dianakat kembali sctelah masa jabatan tersebak
brsreak hir;

(3) Ketua dan anggota Badan Pengawas mencitma uang jesa wang besamya ditetapkan
uleh Kepala ODacrah «an dibebankan pada Perusahaan Dacrak.

Pasal 18
(1} Badan Pengawas Perusahaan Daerah diangkat dan diborhentikan cleh Kepala Daerah

x
{2} Anggeta Badan Pengawas diberhentikan ateu dapat diberhenttkan aleh Kepala Casroh
mieskipun masa jabatannya belum berakhir apabifa :
a. Meninggal duenia
b Atas permintgan sendir

< Metfabubkzn perbuatan yang memuglkan perusahaan Dacrah atag kepettingan Megara
d. Kchilannan Kewargancgaraan
€. Sesuatu hal yeng menyedabkan iz tidak dapat imedaksanakan tunasnya secara wagar

Pasal 19
sebelum anggota Dlreksi dan anggota Badan Pengawas Porusahaan Dosrak menjarani;ar:
mHasmya terhaoap  yang bersangkutan  tedebih dahule  dilakukan  pelantikan  dan
pengambitan srimpah oleh Kepata Ooaersh,



Pasal 2D

Badan Ferngawas dalam mefaksanakan tunas berkewajiban ©

4. Memhedkan pendanat dan saran kepada Kepaia Daersh dan Direksi mengenai rencana
kerja dan angoaran Perisabaan scita perubahan ¢ tamtabaorya dan 12pard: laporan
Izinrya dan Dok *

b. Mengikuti perkermbengan kegiatan Perusahzan ocan dadarm fab o Rerusahaan
mendnjukkan gsiala kemundurar, seger@ melaporkannya kepada kepala Dacroh
dengan disertai saran micongenal lanaka parbaikan yang ditempuh

c. Memberikan pondapet dan saran kepada Kepala Daerak dan Oircks Perusahaan
Dacrah menpensf setiap masaalah leinnya yang dianggap penting bagi pengelolaan
Penesahasn

o, Memberikan lapoan kepada kepala Dacrah sccara berkada ¢ erhewufan cdan tehunand
serta pada sctlap waktu yang dipedukan mengenal perkembangan Poerusahaan Daerah
dan hasil pefaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Dacrah,

Pasal 21

Dalam medaksanakan teoas sebagainana dimaksud pade pasal 21 Peratoran Dasrah inl

Badan Pengawas wajib memperhabkan ;

a. Pedoman dan petucjuk-petunjuk Kepala Dasrah dengan senantizss memperhatkan
efesiensi Perusahaan

v Kemntuan dalam Perusanaan Daerah pada masing-masing unit usaba serts kstertean
Pueraturan Perumdang-undangan yang nerako

. Pamizsahan tugas Gadan Penfawas dengan begas pengunisan Perusahaan Daceah vang
merunakan tigas dan tanggung fawab Oincksl.

Pasal 22

Dalam medaksanakan tugas dan kewafibannya Badan Pengawas MCFNpUnyal Wewwenang

sehagal berikut

a. Mefihat bukm-buke dan surst-surat serta dokumen-dokumen  lafnava, memedksa
keadean Kas ( untuk keperiuan verifkas ) dan morneriksa kekayaan Perusahaan

B Meminta penjelasan-penjelasan darl Dircksi Perusahaan menacnai segala persoalan
yang rranyangkut pengololan Perusahaan

€. Merninta Direksl dan gteu Pejabat lainnya dengan sepengetahwan Direksi urek
menghadi Rapat BEadan Pengawas

d. Menghadirl repat Direksi dan memherikan pandangan-parlangan tarhadagp hal-hal
yang dibicarakan.

Pacal 23

{1) Badan Pengawas mengadakar rapat sekurang-kurangrya 3 (tiga ) bulan sekali dan
sewaktl- waktu bila cipedukan ;

(2} Dzlam rapat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hat warT
Berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan hak scrta kewajibanms ;

{3] Keputusan rapat Badan Pengawas dlambil atas dasar musyawarah yntuk mufakal,
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BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 24

(1] Pembieaan torheloy Ferrszhaan Daeran dilakukan oleh Kepala LDacrah ;
(2} Gelarn Pelaksaraan fembinzan sabagaimana dimaksud dalam ayat {1} pasal i Kepala
Cacrafr dibantu oleft Sckretarial Daerah Kabupaten atau yang ditunjuk untek it

BAE X
TANGGUNG JAWAE DAN TUMTUTAN
GANTI RUGI KARYAWARN
Passl 25

Somied Karyawsn Perusahaas bermasek aaggata Direksi yana tidak atau diberi tugas
mernghimpun uang, surat-surat berhacga, barang-barang persedizan yang karena
tindakan melawan hukem atau karena melolaikan  kewajiban dan tugas yang
ditebankan kepada mereka dengan lamgsung acau tidak lasgsung  mendnmdbulkan
kerirgian Perusahaan Daerah diwajibkan menggant kerugian tersebut sesyuai Peraturan
dan Ketenuan turbutan gamti rugi ;

(2} Semua karyawan Perusshaan Daerah yang dibebani fugas penyimpanan uang atan
surat hak milik Perusahean Dacrah yang disimpan dalan gudang atau tempat
penylmpanan yang khusus semata-mats digunakan untuk keperluan it diesjibkan
remberikan peranggunmiawatan tentang pelaksanzan tugasnya kepada Badan Wang
ditunjuke oleh Kepala Daerah .

(3} Sewua sural bukt dan surat LGionya bagimanapun sifakrya yang termasek Eilangan
tata buky dan adminlstrasi Perusahaan Daerah atae diternpat laln wang ditunjuk obek
Kepala Daerah kecoali untuk sernentars wakte untuk dipindahkan ke bBadan yamg
dimaksud pade ayat {2) dalam hal ini dianggap perlt wnbuk kapentingan sesuatu
pemerlksaar: ;

(4} Untuk keperfuan pemesiksaan  bertalian dengan penetapan pajak dan kontral akuntan

Pada wmumnya surat bukh dan surat faltnya tevmasuk pada ayat (3] untuk sementara

dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara.
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BAB XI
TAHEIN BUKL
Pasal 26

Tahun buku Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Takwln.
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EAB XIX
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pagal 27

(1} Selambat-iambatnya 3 (uga) bolan sebelum tabun Auke mulai twerlake maka afeh
Liretksi Perusahaan rmengadskan rencana kerja dad” Anngaran Tahunan untuk duminka
persetujuan alet Badan Pengawas dan selanjutaya ditetapkan oleh Kepaia Dacrah -

721 Kecuali apabtila Badan Pengawas mengemukasan keberatan ates rancana keda dan
anggaran sebelun masa tahun buky baru, maka anggaran yang herfake adalah tahun
=chelemnya.

(4) Dengan parubahan Mau pertambabian anggaran yamg teadi dalam tahun buku yang
bersangkutan harus mendapar persetujuan <ar Badan Fengawas dan ditetapkan oleh
Kepala Dasran.

Pazal 28

(13 Untuk tiap - tap tahen buka aleh Direks| FEMYUSURAN perhitunoan tahuman terdin dari
nevaca dan perhitengan rugi laba dan disampaikan kepada Bagan Pongawas untyk;
vijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tlga) bulan sesedah tahun buk
bafalan heraktur = ’

(2} Cara penflaian Pos Meraca dan Perfiturgan harus disebutkan ;

(3} Jika dalarn wakt 1 (satu) bulan setclah yang teleh disebut pada ayar (1) pasal ini aleh
Badaa Pengawas tidak diajukan keberatan torbulis maka perhibungan tahunan it telah
dianggap telah disabksn ;

(4} Perhitungan whunan terschot pada aat (1] disahkan cleh Kepala Daceah dan
pengesahan {ermasuk memberikan kebebasar kepada Dircks terfadap segala sesuaty
yang termoat xedalam perhitungan terseli.

BAB XIIT
PEMETAPAN DAN PENGGIINAAN LAEA
SERTA PEMBEATAN PRODUKST
Fasal 29

(1) Cadangan Dlam atau rahasia tdak bokeh diaglukan ;

(2) Penggunaan |aba bBersth setelah tedbebih  dakudy dikurangi dengan ponyusutan,
pembagian pernogang saham biasa gan pemilik modal lainnya dalam Perusaban
Caeral ditetapkan sebagai berlku, -

3. Ahggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah = Bl %
b Cadangan Umwim dan Cadangan Tl =15 %
<, Soslal dan Pendidikan = O,
d. Produksi = 58,
c. sumbangan Dana Penslen = TS
L. DireksifKaryawan/BIP = 10 %

{3) Penggunazn lzba untrk cAdangan urmur sebagimana dimaksud ayat (2] hunes b~
Peraturan Daerah tnl bilamana telah torcapai wiuan dapat dialihkan pada pergLUnann
lain dengan feputusan CHroksi gtas Keputusan Kepala Daerah ;



{4) Cara menguius dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tjean yang
dirmaksud pada ayat (2) pasal ini ditendukan oich Kenala Daceah setelah mandapatkan
vertimbangan dad Badan Pengawas ;

(51 Penctapan Penbagian laba Lani pemegang saham biasa cobagaimmana dimaksod
aral (23 pasal ini ditetapkan roelalu raoat [Rmegang saham,

BAE XIV
KARYAWEM
Pasal 30

(1) Kedudukan Hukum karyawan. Gaji dan tunjargan [ainnys, pensiun dad Direksi dan
karyawan Perusahaan Daerah  distur demgrn Keputusan Kepala Daceah dengar:
memperhatikan ketemtian dan Peraturan yang berfaku ;

(2} Bireksi yang menganghkak dan memberhentikan Kanyawan Perusahasn Daerah dengan
Fersetujuan kepaia Dasrab melabii Radan Pengaswas menurut kotentean-ketentuzn
pokok Kepegawaian Ferusahaan sebagakniana diraksu ayat 1) pasal ind .

BAE XV
PENGAWASAN
Facal 31

112 Dengan fidak mengurangi hak Fefabat yang benvenang dad badan |zin Y30 menurul
Perundang-undangen  wang tiedaky, Dberwenang mengadakan  peayidikan  oan

pemeriksaan Wentang segaly sesuaky rmengena penguelsan rumak tangga Daerzh,

cleh Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat Badan Pengawasan Dacreh  umtuk
melakukan  pengawassn  atas rEngurusan dan pembinaan Perusahaan  Serta
pertanggungiawaban, nasil pepgawasan disamypaikan kepada Kepals Daerah dan
Badan Pengawas ;

{2) Akunlan MNegara berwenang melakukan pengawasan/pomeriksagn atas rEnguUrusan
SLa QETAryQUng Jawahannya

BAB XWI
PEMBLU3ARAN
Pazal 32

(1} Perbubaran Ferusahean Daerah dan pernbentuken panitie likuidasi dibcrapkarn dengan
Paraturan Daergh ;

{2) Semua kekayaan | Perusahaan Daerab setelah diadakan Likuidasl dikernbalikan kepada
penguasaan langsung Permerintsh Doersh setefah memperhitungkan hak pRMCgang
afam hiasa

(3) Pertanggung  jawaban Likuldasi aleh panitia Likuitast - difakokan oleh Perrerintah
Daarah yarg memberikan pembebasan Eargurry fawab rentang pekerjaan yang icdan
disalesaikan ; .

(4) Dalarn Likuldasi pemegnng Saham beitanggurg fawab akan keruglan yang diderita
atas pihak ke tiga apabila kersgian disebabkan oleh kareng nerata perhiungan laba
rugi yang telan disahkarn tdak menggambarkan keadaan perosahaan Dacrak yarg
sebenannya,



BAE XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Dengan berdakunys Peraturan Dacrab jni, maka Prrateran Dasrah Kabupatcn Tzkalzr
Mumor 03 Tahun 1983 tentary Pembentukan Pzrusshizan Dasrah Kabupaten Dacrah
Tingkat Il Takalar, {embrran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Talwn 1943 Seed I
Mamar O tancaal 14 Maret 1953 dinyvarakan tidak benaky g,

BAB XVIIX
KETENTUAMN PENUTUP
Pasal 34

Hirl hal yarg belum distur dalaen Peratrran Daerah ini akan ditetapkan kemodian dengon
Keprtisan Kepala Daerah sepznjang mengonal pelaksanaannya.

Paszl 35
Feraturan Daerah inf mulai beraku pada tanggal diundangkan,
Agar sctiop erang depat mengetahuinya, rmemerintahican remqundangan Peraturan Dasrah
inl demgan penempatannya dalar Lembaran Dracrab Kabupatcn Takalar.

Dfsa-_pﬁ.an df Takafar
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